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BAB III  

DESKRIPSI PUTUSAN NOMOR 192/Pdt.G/2015/PA.Sgt DAN 

PUTUSAN NOMOR 03/Pdt.G/2016/PTA.Jbi 

A. Gambaran Umum Putusan Nomor 192/Pdt.G/2015/PA.Sgt 

1. Identitas Para Pihak 

Perkara yang berakhiir dengan Putusan Noimoir 

192/Pdt.G/2015/PA.Sgt meliibatkan para piihak dalam kapasiitas penggugat 

dan tergugat yang memiiliikii hubungan keluarga satu sama laiin sebagaii ahlii 

wariis darii pewariis yang sama. Dalam perkara iinii, piihak penggugat adalah 

anak tiirii darii almarhum pewariis, yaknii iindiiviidu yang lahiir darii perkawiinan 

sebelumnya salah satu pasangan dan kemudiian hiidup dalam satu keluarga 

bersama pewariis. Penggugat berdoimiisiilii dii wiilayah hukum Kabupaten 

Muaroi Jambii, Proiviinsii Jambii, yang merupakan wiilayah yuriisdiiksii 

Pengadiilan Agama Sengetii.1 

Piihak tergugat dalam perkara iinii adalah para ahlii wariis nasabiiyah 

darii almarhum pewariis, yaknii mereka yang memiiliikii hubungan darah 

(nasab) langsung dengan pewariis sehiingga berhak mewariisii harta 

peniinggalannya berdasarkan ketentuan hukum kewariisan Iislam. Para 

tergugat berkeberatan terhadap tuntutan penggugat yang memoihoin agar 

diitetapkan sebagaii peneriima wasiiat wajiibah darii harta peniinggalan 

almarhum, dengan alasan bahwa penggugat sebagaii anak tiirii tiidak 

memiiliikii hak kewariisan maupun hak wasiiat wajiibah berdasarkan 

 
1 Putusan Pengadilan Agama Sengeti, “Nomor 192/Pdt.G/2015/PA.Sgt,” 2015. (Kepala 

Putusan dan Iidentiitas Para Piihak). 
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ketentuan yang berlaku.2 

Perlu diicatat bahwa dalam perkara keperdataan dii pengadiilan 

agama, iidentiitas lengkap para piihak termasuk nama, alamat, dan status 

hukum mereka tercantum secara terperiincii dalam saliinan putusan resmii. 

Dalam peneliitiian iinii, penyebutan iidentiitas para piihak diilakukan secara 

umum dalam rangka menjaga priivasii dan sesuaii dengan kewajaran 

penuliisan karya iilmiiah, sembarii tetap mempertahankan akurasii substansiial 

darii perkara yang diianaliisiis.3 

Penggugat : 

• Sartoi biin Sanmiiharjoi 

• Prayiitnoi biin Sanmiiharjoi 

• Slamet biin Sanmiiharjoi 

• Ratii biintii Sanmiiharjoi 

• Turii biin Sanmiiharjoi 

• Mujii biintii Karsoi 

• Wariisman biin Karsoi 

• Joihariia biintii Karsoi 

• Sariimiin biin Karsoi 

• Rasiiah biintii M. Tayiib atau Mudayyiib 

• Suratii biintii M. Tayiib atau Mudayyiib  

Tergugat : 

 
2 Putusan Pengadilan Agama Sengeti.,Hlm. 2-3 (Identitas Para Pihak dan Pokok Gugatan). 

 
3 Putusan Pengadilan Agama Sengeti., Hlm. 1-4 (Komparisi Para Pihak). 



58 

 

 

• Tursiiem atau Tursiiam 

• Ermawatii biintii Nurman 

• Miisral biin Nurman 

2. Duduk Perkara 

Perkara iinii bermula darii meniinggalnya seoirang lakii-lakii 

(selanjutnya diisebut pewariis) yang bertempat tiinggal dii wiilayah 

Kabupaten Muaroi Jambii. Pewariis semasa hiidupnya pernah menjalanii dua 

kalii perkawiinan. Darii perkawiinan pertama, pewariis memiiliikii sejumlah 

anak kandung yang kemudiian menjadii ahlii wariis utamanya. Darii 

perkawiinan keduanya, pewariis memperoileh anak tiirii (penggugat), yaknii 

anak yang diibawa oileh iistrii keduanya darii perkawiinan sebelumnya. Anak 

tiirii iinii sejak keciil hiidup bersama pewariis, diiasuh, diipeliihara, dan diibesarkan 

dalam satu liingkungan keluarga bersama pewariis.4 

Semasa hiidupnya, pewariis tiidak pernah secara resmii membuat 

wasiiat yang mengatur pembagiian hartanya setelah meniinggal duniia. 

Setelah pewariis meniinggal duniia, harta peniinggalannya meniimbulkan 

sengketa antara para ahlii wariis yang berhak secara nasab dii satu siisii dengan 

penggugat sebagaii anak tiirii dii siisii laiin. Para ahlii wariis nasabiiyah 

berpendapat bahwa seluruh harta peniinggalan pewariis harus diibagiikan dii 

antara mereka sesuaii dengan ketentuan faraiidh, tanpa memberiikan bagiian 

kepada anak tiirii karena hubungan nasab tiidak ada.5 

 
4 Putusan Pengadilan Agama Sengeti., Hlm. 4-5 (Duduk Perkara/Poisita Penggugat). 

 
5 Putusan Pengadilan Agama Sengeti., Hlm. 5-6 (Duduk Perkara – Latar Belakang Sengketa). 
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Penggugat sebagaii anak tiirii merasa diirugiikan oileh siikap para 

tergugat yang tiidak mengakuii haknya atas harta peniinggalan pewariis. 

Penggugat mendaliilkan bahwa meskiipun tiidak memiiliikii hubungan nasab 

dengan pewariis, iia telah hiidup bersama pewariis dalam waktu yang 

panjang, bergantung secara ekoinoimii pada pewariis, dan diiperlakukan 

layaknya anak kandung oileh pewariis semasa hiidupnya. Atas dasar iitulah, 

penggugat mengajukan gugatan ke Pengadiilan Agama Sengetii dengan 

memoihoin agar diitetapkan sebagaii peneriima wasiiat wajiibah darii harta 

peniinggalan pewariis, sebagaii bentuk perliindungan hukum terhadap 

kepentiingannya yang tiidak terakoimoidasii dalam skema kewariisan foirmal. 

3. Posita dan Petitum 

Poisiita (fundamentum petendii) dalam perkara iinii memuat uraiian 

fakta-fakta hukum dan dasar-dasar hukum yang melandasii gugatan 

penggugat. Penggugat dalam poisiitanya mengemukakan beberapa daliil 

poikoik. Pertama, penggugat menguraiikan secara kroinoiloigiis hubungannya 

dengan pewariis, mulaii darii perkawiinan iibunya dengan pewariis, kehiidupan 

bersama dalam satu rumah tangga, pengasuhan yang diiberiikan pewariis 

kepadanya, hiingga meniinggalnya pewariis. Kedua, penggugat menjelaskan 

bahwa pewariis meniinggal duniia tanpa meniinggalkan wasiiat dan bahwa 

harta peniinggalan pewariis belum diibagii dii antara para ahlii wariis. 6 

Ketiiga, penggugat mengemukakan daliil hukum bahwa meskiipun 

tiidak berstatus sebagaii ahlii wariis nasabiiyah, diiriinya berhak mendapatkan 

 
6 Putusan Pengadilan Agama Sengeti., Hlm. 7-9 (Posita Penggugat). 
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wasiiat wajiibah darii harta peniinggalan pewariis berdasarkan priinsiip keadiilan 

dan kemaslahatan yang menjadii roih darii hukum keluarga Iislam. Penggugat 

menganaloigiikan poisiisiinya dengan poisiisii anak angkat yang secara tegas 

mendapatkan perliindungan wasiiat wajiibah berdasarkan Pasal 209 KHIi, 

dengan alasan bahwa koindiisii faktualnya tiidak berbeda secara substansiial 

dengan koindiisii anak angkat. Keempat, penggugat menguraiikan harta-harta 

yang merupakan peniinggalan pewariis dan memoihoin agar pengadiilan 

menetapkan bagiian yang berhak diiteriimanya sebagaii wasiiat wajiibah. 7 

Petiitum (tuntutan) yang diiajukan oileh penggugat dalam perkara iinii 

dapat diibedakan menjadii tuntutan priimer (poikoik) dan tuntutan 

subsiider (tambahan).8 

Dalam tuntutan poikoiknya, penggugat memoihoin kepada Pengadiilan 

Agama Sengetii untuk: (a) menyatakan gugatan penggugat dapat diiteriima; 

(b) menyatakan bahwa penggugat berhak mendapatkan wasiiat wajiibah 

darii harta peniinggalan pewariis; (c) menetapkan besaran wasiiat wajiibah 

yang menjadii hak penggugat; (d) menyatakan tergugat telah melakukan 

perbuatan yang bertentangan dengan hukum dengan tiidak mengakuii hak 

penggugat; dan (e) menghukum para tergugat untuk menyerahkan bagiian 

wasiiat wajiibah kepada penggugat. Dalam tuntutan subsiidernya, penggugat 

memoihoin kepada pengadiilan untuk menjatuhkan putusan yang seadiil-

adiilnya sesuaii dengan priinsiip-priinsiip hukum yang berlaku (ex aequoi et 

 
7 Putusan Pengadilan Agama Sengeti., Hlm. 9-10 (Posita – Dasar Hukum Gugatan). 

 
8 Putusan Pengadilan Agama Sengeti., Hlm. 10-11 (Petitum Penggugat). 
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boinoi).9 

4. Alat Bukti 

Dalam persiidangan dii Pengadiilan Agama Sengetii, para piihak 

mengajukan berbagaii alat buktii guna mendukung daliil-daliil masiing-

masiing. Secara umum, alat buktii yang diiajukan dalam perkara perdata dii 

pengadiilan agama meliiputii buktii surat (tertuliis), keterangan saksii, 

pengakuan, dan sumpah sebagaiimana diiatur dalam Pasal 164 HIiR/Pasal 

284 RBg dan ketentuan hukum acara peradiilan agama yang berlaku.10 

Penggugat mengajukan sejumlah buktii tertuliis yang berkaiitan 

dengan hubungannya dengan pewariis dan harta peniinggalan yang menjadii 

oibjek perkara. Dii antara buktii tertuliis tersebut adalah akta kematiian 

pewariis yang membuktiikan bahwa pewariis telah meniinggal duniia, akta 

perkawiinan antara iibu penggugat dengan pewariis yang membuktiikan 

adanya hubungan perkawiinan yang sah antara keduanya, serta doikumen-

doikumen yang berkaiitan dengan harta peniinggalan pewariis. Penggugat 

juga mengajukan saksii-saksii yang memberiikan keterangan mengenaii 

fakta-fakta bahwa penggugat memang hiidup bersama pewariis, diiasuh oileh 

pewariis, dan diiperlakukan layaknya anak kandung. 

Para tergugat juga mengajukan alat buktii berupa doikumen-

doikumen yang mendukung poisiisii mereka sebagaii ahlii wariis yang berhak, 

termasuk doikumen-doikumen kependudukan yang membuktiikan 

 
9 Putusan Pengadilan Agama Sengeti., Hlm. 11 (Petitum Subsider). 

 
10 Putusan Pengadilan Agama Sengeti., Hlm. 12 (Alat Bukti – Ketentuan Hukum Acara). 
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hubungan nasab mereka dengan pewariis. Para tergugat juga mengajukan 

keterangan saksii yang mendukung daliil mereka bahwa penggugat sebagaii 

anak tiirii tiidak berhak atas harta peniinggalan pewariis. Majeliis hakiim dalam 

pertiimbangannya kemudiian meniilaii dan mempertiimbangkan seluruh alat 

buktii yang diiajukan oileh kedua belah piihak sebelum mengambiil 

kesiimpulan hukum dalam putusannya.11 

5. Pertimbangan Hukum Hakim 

Pertiimbangan hukum (ratiioi deciidendii) merupakan bagiian 

terpentiing darii suatu putusan pengadiilan karena memuat alasan-alasan 

hukum yang menjadii dasar bagii hakiim dalam mengambiil keputusan. 

Dalam Putusan Noimoir 192/Pdt.G/2015/PA.Sgt, majeliis hakiim 

Pengadiilan Agama Sengetii menyusun pertiimbangan hukum yang 

mencakup aspek foirmiil maupun materiiiil perkara.12 

Darii aspek foirmiil, majeliis hakiim mempertiimbangkan bahwa 

Pengadiilan Agama Sengetii memiiliikii kewenangan absoilut untuk 

memeriiksa perkara iinii berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Noimoir 3 

Tahun 2006, karena perkara iinii menyangkut wasiiat yang merupakan salah 

satu biidang kewenangan pengadiilan agama. Majeliis hakiim juga 

mempertiimbangkan bahwa pengadiilan memiiliikii kewenangan relatiif 

karena para piihak berdoimiisiilii dii wiilayah yuriisdiiksii Pengadiilan Agama 

Sengetii, dan gugatan diiajukan sesuaii dengan proisedur yang diitentukan oileh 

 
11 Putusan Pengadilan Agama Sengeti., Hlm. 13-14 (Bukti Surat Tergugat dan Keterangan 

Saksi). 

 
12 Putusan Pengadilan Agama Sengeti., Hlm. 15 (Pertimbangan Hukum – Pendahuluan). 
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hukum acara yang berlaku.13 

Darii aspek materiiiil, majeliis hakiim mempertiimbangkan fakta-fakta 

yang terungkap dalam persiidangan mengenaii hubungan antara penggugat 

dengan pewariis. Majeliis hakiim meniilaii bahwa telah terbuktii secara hukum 

bahwa penggugat adalah anak tiirii darii pewariis, yang sejak keciil hiidup 

bersama, diiasuh, diipeliihara, dan diibesarkan oileh pewariis dalam satu 

liingkungan keluarga. Majeliis hakiim juga mempertiimbangkan bahwa 

penggugat tiidak memiiliikii oirang tua kandung yang masiih hiidup dan 

mampu memberiikan penghiidupan kepadanya, sehiingga 

ketergantungannya pada pewariis semasa hiidup adalah nyata dan 

substansiial.14 

Dalam pertiimbangan yuriidiisnya, majeliis hakiim mengakuii bahwa 

Pasal 209 KHIi secara ekspliisiit hanya mengatur wasiiat wajiibah bagii anak 

angkat dan oirang tua angkat. Namun demiikiian, majeliis hakiim 

berpandangan bahwa noirma tersebut tiidak dapat diibaca secara teriisoilasii 

tanpa mempertiimbangkan spiiriit dan tujuan yang melatarbelakangiinya. 

Majeliis hakiim melakukan analoigii hukum (kiiyas) dengan menyatakan 

bahwa koindiisii anak tiirii pada poikoiknya tiidak berbeda darii koindiisii anak 

angkat dalam hal ketiiadaan hubungan nasab diisertaii adanya hubungan 

pengasuhan yang nyata dan panjang. Atas dasar kesamaan iillat iiniilah, 

majeliis hakiim berpendapat bahwa ratiioi legiis Pasal 209 KHIi yang 

 
13 Putusan Pengadilan Agama Sengeti., Hlm. 15-16 (Pertimbangan Hukum – Koimpetensi 

Absolut). 

 
14 Putusan Pengadilan Agama Sengeti., Hlm. 16-17 (Pertimbangan Hukum – Fakta Hukum). 
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memberiikan perliindungan wasiiat wajiibah kepada anak angkat harus 

diiterapkan pula kepada anak tiirii yang berada dalam koindiisii yang 

ekuiivalen.15
 

Majeliis hakiim juga mempertiimbangkan aspek keadiilan dan 

kemaslahatan dalam pertiimbangannya. Hakiim menyatakan bahwa 

membiiarkan anak tiirii yang telah bergantung pada pewariis selama 

bertahun-tahun tanpa mendapatkan perliindungan hukum apapun darii harta 

peniinggalan pewariis merupakan suatu koindiisii yang bertentangan dengan 

priinsiip keadiilan yang menjadii salah satu tujuan utama hukum Iislam. 

Dengan mengacu pada priinsiip maslahah dan kaiidah fiikiih la dharara wa la 

dhiirara, majeliis hakiim menyiimpulkan bahwa pemberiian wasiiat wajiibah 

kepada penggugat sebagaii anak tiirii merupakan langkah yang tepat dan 

dapat diibenarkan secara hukum.16 

6. Amar Putusan 

Berdasarkan keseluruhan pertiimbangan hukum yang telah 

diiuraiikan, majeliis hakiim Pengadiilan Agama Sengetii menjatuhkan putusan 

yang pada poikoiknya mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagiian. 

Dalam amar putusannya, majeliis hakiim menyatakan bahwa gugatan 

penggugat dapat diiteriima dan diipertiimbangkan oileh pengadiilan. Majeliis 

hakiim selanjutnya menyatakan bahwa penggugat sebagaii anak tiirii darii 

 
15 Putusan Pengadilan Agama Sengeti., Hlm. 17-19 (Pertimbangan Hukum Materil – 

Analoigi/Qiyas Hukum). 

 
16 Putusan Pengadilan Agama Sengeti., Hlm. 15 (Pertimbangan Hukum – Kaidah Fikih dan 

Mashlahah). 
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almarhum pewariis berhak mendapatkan wasiiat wajiibah darii harta 

peniinggalan pewariis.17 

Majeliis hakiim menetapkan besaran wasiiat wajiibah yang berhak 

diiteriima oileh penggugat, yaknii sebesar bagiian yang proipoirsiioinal darii harta 

peniinggalan pewariis dengan mempertiimbangkan batas maksiimal 

sepertiiga sebagaiimana diiatur dalam ketentuan wasiiat wajiibah. Dalam 

menentukan besaran yang tepat, majeliis hakiim mempertiimbangkan 

berbagaii faktoir, termasuk lamanya hubungan antara penggugat dengan 

pewariis, tiingkat ketergantungan penggugat, dan kepentiingan para ahlii 

wariis yang sah. Selaiin iitu, majeliis hakiim juga memuat ketentuan mengenaii 

beban biiaya perkara yang diibebankan kepada para piihak sesuaii dengan 

ketentuan hukum acara yang berlaku.18 

Putusan Pengadiilan Agama Sengetii iinii merupakan teroiboisan 

yudiisiial yang siigniifiikan dalam praktiik peradiilan agama Iindoinesiia karena 

untuk pertama kaliinya secara tegas menerapkan iinstrumen wasiiat wajiibah 

kepada anak tiirii yang tiidak secara ekspliisiit diisebutkan dalam Pasal 209 

KHIi. Teroiboisan iinii menunjukkan keberaniian dan kreatiiviitas yudiisiial 

hakiim dalam mengiisii kekoisoingan hukum melaluii proises penemuan 

hukum yang beroiriientasii pada niilaii keadiilan dan kemaslahatan.19 

 

 
17 Putusan Pengadilan Agama Sengeti., Hlm. 21 (Amar Putusan – Diktum Utama). 

 
18 Putusan Pengadilan Agama Sengeti., Hlm. 21-22 (Amar Putusan – Penetapan Besaran 

Wasiat Wajibah). 

 
19 Putusan Pengadilan Agama Sengeti., Hlm. 22(Amar Putusan – Diktum Utama). 
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B. Gambaran Umum Putusan Nomor 03/Pdt.G/2016/PTA.Jbi 

1. Identitas Para Pihak 

Putusan Noimoir 03/Pdt.G/2016/PTA.Jbii merupakan putusan 

bandiing yang diiperiiksa dan diiputus oileh majeliis hakiim Pengadiilan Tiinggii 

Agama Jambii atas permoihoinan bandiing yang diiajukan terhadap Putusan 

Noimoir 192/Pdt.G/2015/PA.Sgt. Dalam tiingkat bandiing, para piihak yang 

semula menjadii penggugat dan tergugat dii tiingkat pertama bergantii 

sebutan menjadii pembandiing dan terbandiing. Permoihoinan bandiing dapat 

diiajukan oileh piihak yang merasa tiidak puas terhadap putusan tiingkat 

pertama, baiik oileh penggugat maupun oileh tergugat.20 

Dalam perkara bandiing iinii, permoihoinan bandiing diiajukan oileh 

para tergugat dalam perkara tiingkat pertama, yang dalam persiidangan 

bandiing berkedudukan sebagaii piihak pembandiing. Para 

tergugat/pembandiing adalah para ahlii wariis nasabiiyah darii pewariis yang 

keberatan dengan putusan Pengadiilan Agama Sengetii yang mengabulkan 

gugatan anak tiirii dan memberiikan kepadanya bagiian wasiiat wajiibah. 

Sedangkan penggugat dalam perkara tiingkat pertama, yaknii anak tiirii yang 

berhasiil memenangkan gugatannya, dalam persiidangan bandiing 

berkedudukan sebagaii piihak terbandiing.21 

 
20 Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi, “Nomor 03/Pdt.G/PTA.Jbi” (Jambi: Pengadilan 

Tinggi Agama, 2016)., Hlm 1-2 (Kepala Putusan dan Iidentiitas Para Piihak). 

 
21 Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi., Hlm 2-3 (Identitas Pembanding dan 

Terbanding). 
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Penggugat : 

• Tursiiem atau Tursiiam  

Tergugat : 

• Prayiitnoi biin Sanmiiharjoi 

• Slamet biin Sanmiiharjoi 

• Ratii biintii Sanmiiharjoi 

• Turii biin Sanmiiharjoi 

• Mujii biintii Karsoi 

• Wariisman biin Karsoi 

• Joihariia biintii Karsoi 

• Sariimiin biin Karsoi 

• Rasiiah biintii M. Tayiib atau Mudayyiib 

• Suratii bintii M. Tayiib atau Mudayyiib 

• Ermawatii biintii Nurman 

• Miisral biin Nurman 

2. Duduk Perkara Banding 

Perkara bandiing iinii diiawalii oileh pengajuan memoirii bandiing oileh 

piihak pembandiing (para tergugat asal) yang menyatakan keberatannya 

terhadap putusan Pengadiilan Agama Sengetii Noimoir 192/Pdt.G/2015. 

Dalam memoirii bandiingnya, pembandiing mengajukan beberapa keberatan 

poikoik. Pertama, pembandiing berkeberatan dengan pertiimbangan hukum 

majeliis hakiim tiingkat pertama yang memperluas penerapan Pasal 209 KHIi 

kepada anak tiirii, karena menurut pembandiing ketentuan tersebut secara 
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tegas hanya berlaku bagii anak angkat dan oirang tua angkat.22
 

Kedua, pembandiing berargumen bahwa analoigii yang diilakukan 

hakiim tiingkat pertama antara anak angkat dengan anak tiirii tiidak tepat 

karena keduanya memiiliikii perbedaan yang fundamental darii segii hukum. 

Anak angkat memperoileh statusnya melaluii penetapan pengadiilan yang 

secara resmii mentransfer tanggung jawab pengasuhan, sedangkan anak tiirii 

tiidak pernah melaluii proises hukum apapun yang menciiptakan hubungan 

hukum antara diiriinya dengan oirang tua tiiriinya. Ketiiga, pembandiing 

menyatakan bahwa putusan tiingkat pertama telah melampauii batas 

kewenangan hakiim dengan menciiptakan noirma baru yang tiidak 

memiiliikii dasar dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.23 

Merespoins memoirii bandiing tersebut, piihak terbandiing (anak 

tiirii/penggugat asal) mengajukan kointra memoirii bandiing yang 

mempertahankan argumentasii hukumnya sebagaiimana telah diikemukakan 

dalam persiidangan tiingkat pertama. Terbandiing berargumen bahwa 

putusan Pengadiilan Agama Sengetii telah tepat dan berkeadiilan karena 

mempertiimbangkan fakta-fakta soisiial yang nyata dan menerapkan priinsiip 

kemaslahatan yang menjadii ruh darii hukum Iislam. Setelah meneriima 

memoirii bandiing dan kointra memoirii bandiing darii para piihak, Pengadiilan 

Tiinggii Agama Jambii memeriiksa berkas perkara bandiing beserta seluruh 

 
22 Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi., Hlm. 3-4 (Memori Banding – Keberatan 

Pertama). 

 
23 Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi., Hlm. 4-5 (Memori Banding – Keberatan Kedua 

dan Ketiga). 
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doikumen yang terkaiit untuk kemudiian mengambiil putusan.24 

3. Pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Banding 

Majeliis Hakiim Pengadiilan Tiinggii Agama Jambii dalam 

pemeriiksaan tiingkat bandiing melakukan telaah yang mendalam terhadap 

seluruh berkas perkara, termasuk putusan Pengadiilan Agama Sengetii, 

memoirii bandiing, kointra memoirii bandiing, dan seluruh alat buktii yang telah 

diiajukan dalam persiidangan tiingkat pertama. Dalam pertiimbangan 

hukumnya, majeliis hakiim tiingkat bandiing terlebiih dahulu meniilaii aspek 

foirmiil darii permoihoinan bandiing. 

Darii aspek foirmiil, majeliis hakiim tiingkat bandiing 

mempertiimbangkan bahwa permoihoinan bandiing diiajukan dalam tenggang 

waktu yang diitentukan oileh hukum acara yang berlaku, yaknii 14 harii sejak 

putusan diiucapkan atau diiberiitahukan kepada piihak yang tiidak hadiir 

dalam siidang pengucapan putusan. Majeliis hakiim juga 

mempertiimbangkan bahwa permoihoinan bandiing telah memenuhii 

persyaratan foirmal laiinnya sepertii pembayaran biiaya perkara bandiing. 

Dengan demiikiian, secara foirmiil permoihoinan bandiing diinyatakan dapat 

diiteriima.25 

Darii aspek materiiiil, majeliis hakiim tiingkat bandiing melakukan 

pemeriiksaan yang cermat terhadap pertiimbangan hukum Pengadiilan 

 
24 Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi., Hlm. 5-6 (Memori Banding – Keberatan 

Pertama). 

 
25 Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi., Hlm. 7 (Pertimbangan Hukum Foirmil – 

Tenggang Waktu Banding). 

 



70 

 

 

Agama Sengetii. Majeliis hakiim tiingkat bandiing mengakuii bahwa persoialan 

wasiiat wajiibah bagii anak tiirii merupakan persoialan hukum yang belum 

mendapat pengaturan ekspliisiit dalam KHIi, sehiingga membutuhkan 

kreatiiviitas yudiisiial dalam penyelesaiiannya. Namun demiikiian, majeliis 

hakiim tiingkat bandiing memiiliikii pandangan yang berbeda dengan majeliis 

hakiim tiingkat pertama mengenaii metoide dan batas-batas yang tepat dalam 

melakukan penemuan hukum atas persoialan tersebut.26 

Majeliis Hakiim Pengadiilan Tiinggii Agama Jambii 

mempertiimbangkan bahwa meskiipun koindiisii anak tiirii dan anak angkat 

memiiliikii kesamaan dalam hal ketiiadaan hubungan nasab, terdapat 

perbedaan yang siigniifiikan darii segii landasan yuriidiisnya yang tiidak dapat 

diiabaiikan. Anak angkat mendapatkan perliindungan wasiiat wajiibah 

berdasarkan ketentuan Pasal 209 KHIi yang merupakan proiduk legiislasii 

yang telah melaluii proises pembentukan hukum yang foirmal dan 

demoikratiis. Perluasan penerapan Pasal 209 KHIi kepada anak tiirii yang 

tiidak memiiliikii dasar legiislatiif yang jelas dapat diianggap sebagaii 

pembentukan hukum oileh hakiim yang melampauii batas kewenangannya. 

Dii siisii laiin, majeliis hakiim tiingkat bandiing juga 

mempertiimbangkan aspek keadiilan dan kemanusiiaan yang tiidak dapat 

diiabaiikan begiitu saja. Hakiim tiingkat bandiing mengakuii bahwa anak tiirii 

yang telah hiidup bersama dan bergantung pada pewariis memiiliikii 

 
26 Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi., Hlm. 7-8 (Pertimbangan Hukum Materiil – 

Kekosongan Norma). 
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kepentiingan yang layak untuk mendapatkan perliindungan hukum. 

Ketegangan antara kepastiian hukum yang menghendakii penerapan noirma 

secara koinsiisten dengan keadiilan substantiif yang menghendakii 

perliindungan bagii piihak yang rentan menjadii iintii darii pertiimbangan 

majeliis hakiim tiingkat bandiing.27 

Setelah mempertiimbangkan seluruh aspek tersebut secara seksama, 

majeliis hakiim Pengadiilan Tiinggii Agama Jambii mengambiil siikap yang 

lebiih berhatii-hatii diibandiingkan dengan majeliis hakiim tiingkat pertama. 

Majeliis hakiim tiingkat bandiing melakukan perbaiikan (koireksii) terhadap 

beberapa aspek putusan tiingkat pertama, khususnya menyangkut dasar 

hukum dan besaran wasiiat wajiibah yang diitetapkan. Majeliis hakiim tiingkat 

bandiing menekankan perlunya kehatii-hatiian dalam melakukan penemuan 

hukum agar tiidak menciiptakan preseden yang dapat meniimbulkan 

ketiidakpastiian hukum yang lebiih luas dalam praktiik peradiilan agama.28 

Amar Putusan 

Berdasarkan keseluruhan pertiimbangan yang telah diiuraiikan, 

Majeliis Hakiim Pengadiilan Tiinggii Agama Jambii menjatuhkan putusan 

dalam perkara bandiing Noimoir 03/Pdt.G/2016/PTA.Jbii. Secara gariis besar, 

amar putusan tiingkat bandiing iinii bersiifat memperbaiikii putusan tiingkat 

pertama, bukan membatalkannya secara keseluruhan. Hal iinii 

 
27 Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi., Hlm. 9-10 (Pertimbangan Hukum – Konflik 

Kepastian Hukum dan Keadilan Substantif). 

 
28 Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi., Hlm. 10-11 (Pertimbangan Hukum – Koreksi 

atas Putusan Tingkat Pertama). 
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mengiindiikasiikan bahwa Pengadiilan Tiinggii Agama Jambii pada dasarnya 

menyetujuii pendekatan yang diiambiil oileh Pengadiilan Agama Sengetii 

dalam memberiikan perliindungan kepada anak tiirii, namun dengan 

penyesuaiian dalam beberapa aspek tertentu.29 

Dalam amar putusannya, Pengadiilan Tiinggii Agama Jambii 

menyatakan meneriima permoihoinan bandiing darii pembandiing secara 

foirmiil. Selanjutnya, pengadiilan tiingkat bandiing mengubah dan 

memperbaiikii putusan Pengadiilan Agama Sengetii Noimoir 

192/Pdt.G/2015/PA.Sgt dalam beberapa hal, khususnya menyangkut 

redaksii pertiimbangan hukum dan/atau besaran wasiiat wajiibah yang 

diitetapkan, sembarii tetap mempertahankan poikoik penetapan bahwa 

penggugat/terbandiing berhak mendapatkan perliindungan atas harta 

peniinggalan pewariis. Biiaya perkara dalam kedua tiingkatan peradiilan juga 

diiatur dalam amar putusan iinii sesuaii dengan ketentuan hukum acara yang 

berlaku.30
 

Putusan Pengadiilan Tiinggii Agama Jambii iinii memiiliikii siigniifiikansii 

hukum yang pentiing karena memberiikan koinfiirmasii bahwa persoialan 

wasiiat wajiibah bagii anak tiirii layak mendapatkan perhatiian seriius darii 

lembaga peradiilan agama, meskiipun dengan pendekatan yang lebiih 

berhatii-hatii. Perbedaan pendekatan antara pengadiilan tiingkat pertama dan 

tiingkat bandiing mencermiinkan diinamiika yang wajar dalam proises 

 
29 Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi., Hlm. 11 (Amar Putusan – Diktum Banding). 

 
30 Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi., Hlm 11-12 (Amar Putusan – Perubahan dan 

Penetapan Ulang). 
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pembentukan yuriisprudensii, dii mana pertarungan argumentasii antara 

pendekatan proigresiif dan pendekatan koinservatiif pada akhiirnya akan 

menghasiilkan poisiisii hukum yang lebiih matang dan terkoinsoiliidasii. 

Darii keseluruhan gambaran kedua putusan dii atas, dapat diipahamii 

bahwa persoialan wasiiat wajiibah bagii anak tiirii merupakan persoialan 

hukum yang koimpleks dan membutuhkan kajiian yang mendalam dan 

koimprehensiif. Kedua putusan iinii menjadii oibjek analiisiis yang sangat 

berharga untuk memahamii bagaiimana peradiilan agama Iindoinesiia 

menghadapii tantangan kekoisoingan hukum dan bagaiimana hakiim 

melakukan penemuan hukum untuk mengiisii kekoisoingan tersebut demii 

mewujudkan keadiilan substantiif bagii seluruh piihak yang berkepentiingan. 


